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RINGKASAN 

 

“Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya”; Diah Ayu Pitaloka, 

170903101021; 2020; 113 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan 

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember.  

 

Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 02 

Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Penagihan Pajak 

Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. 

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan 

direstoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi 

oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain.  

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya 

prosedur penagihan pajak restoran dilakukan apabila Wajib Pajak tidak 

melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setelah jatuh tempo. 

Wajib Pajak akan ditegur menggunakan Surat Teguran 1, setelah surat teguran 1 

diberikan tetapi Wajib Pajak hanya melaporkan SPTPD dan tidak melakukan 

pembayaran, maka akan diberi Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak. Setelah 

Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak diberikan, Wajib Pajak tetap tidak 

membayar tunggakan pajak akan di tegur kembali menggunakan Surat Teguran 2. 

Apabila setelah Surat Teguran 2 diberikan Wajib Pajak tetap mengiraukan dan 

tidak melakukan pembayaran tunggakan, maka akan kembali di tegur dengan 

Surat Teguran 3. Jangka waktu proses peneguran ini selama 7 (tujuh) hari di 

setiap tahapan teguran. 

Proses peneguran tersebut akan dilakukan kembali apabila Wajib Pajak 

telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan.  Proses ini dilakukan dengan 

menempel stiker pada restoran Wajib Pajak tersebut. Proses penempelan ini 
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dilakukan oleh Kepala Sub Bidang Penagihan. Apabila Wajib Pajak dengan 

sengaja melepas Stiker yang diberikan oleh BPKPD, maka Wajib Pajak akan 

dikenakan sanksi pidana.  

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) menggunakan 

via internet banking dalam pembayaran, namun wajib pajak juga dapat membayar 

dengan datang secara langsung ke kantor BPKPD. Setelah melakukan 

pembayaran data tunggakan pajak akan otomatis tehapus di aplikasi pendataan. 

Dan apabila Wajib Pajak mendapatkan stiker, setelah pembayaran dilakukan 

stiker akan dilepas oleh staf Penagihan. 

 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 0641/UN25.1.2/SP/2020, 

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Jember) 
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BAB 1.PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Dengan perkembangan 

yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di 

berbagai sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai 

pembangunan negara. Untuk menunjang peningkatan tersebut memerlukan dana 

yang sangat besar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Negara 

terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan 

Penerimaan Hibah. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peran 

penting bagi kehidupan di Indonesia. Menurut Boedijono dkk (2019), 

pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai 

dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa.  

Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan 

gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya 

sarana-prasarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini 

menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak sendiri 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. Asmandani dkk (2020) menyatakan bahwa 

pajak merupakan sumber penerimaan terbesar. 

Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, kegiatan 

negara akan sulit untuk dilaksanakan. Peranan pemerimaan pajak bagi negara 

menjadi penunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. 

Penggunaan hasil pajak digunakan untuk belanja pegawai sampai dengan 
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pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Semakin banyak pajak yang 

dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Setiap 

warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, akan 

menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dari 

hasil pajak. Dengan taat membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat 

antara lain fasilitas umum dan infrastuktur, pertahanan dan keamanan, subsidi 

pangan dan Bahan Bakar Minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana 

pemilu, dan pengembangan alat transportasi massa. 

Pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak pusat 

dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut dan digunakan untuk pembangunan 

negara serta pengeluaran rutin negara. Pajak pusat terdiri dari PPN (Pajak 

Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan 

pajak yang di tetapkan oleh daerah untuk membiayai daerah tersebut. Sedangkan 

pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau 

kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017). Pajak daerah terdiri dari Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB),  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak 

Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk kepentingan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan 

Jalan (PPJ) , Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Bukan Logam dan 

Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
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Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.  

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya 

adalah instansi yang berfungsi mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak dan 

mengelola keuangan daerah Kota Surabaya. Tugas dari BPKPD yaitu membantu 

Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melakukan penentuan target 

penerimaan pajak per tahun, Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah 

(BPKPD) melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Kota Surabaya 

(BAPEKO) dan walikota. Fungsi dari BPKPD yaitu penyusunan kebijakan teknis 

sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai 

dengan lingkup tugasnya, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan teknis 

penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

Adapun jenis-jenis pajak yang dapat dipungut di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerak (BPKPD) Kota Surabaya diantaranya Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan (PPJ) , Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan BPHTB.  

Penulis memilih untuk mengambil Pajak Restoran, karena pajak restoran 

jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin 

diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam 

kebijakan pembangunan daerah dan salah satu pendapatan yang setiap tahun nya 

meningkat di Kota Surabaya ada di Pajak Restoran dan penulis juga ingin 

mengetahui terkait Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak 

Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. 

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak restoran. Pajak Restoran 

merupakan pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran 

meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh 
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pembeli baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain. Pajak tersebut 

dikatakan tidak langsung karena dibebankan langsung kepada penanggung pajak 

(konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak 

lain (penjual). Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Apabila penjualan 

restoran tersebut tidak melebihi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap 

bulan, maka tidak dikenakan pajak restoran. Jatuh tempo pembayaran pajak 

restoran yaitu 7 (tujuh) hari di jam kerja bulan berikutnya. Pembayaran dapat di 

lakukan melalui mobile banking system dan atm banking yang tersebar di 

sejumlah wilayah.  

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Tahun 2018-2019 Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 

Jenis Pajak Tahun Target Realisasi Kenaiakan (%) 

Pajak 

Restoran 

2018 433.496.909.596 451.619.929.636 104,18 

Pajak 

Restoran 

2019 537.257.928.777 538.376.612.068 100,21 

Sumber: BPKPD Kota Surabaya (2019) 

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 target pajak restoran sebesar Rp 

433.496.909.596 dan realisasi sebesar Rp 451.619.929.636 mengalami kenaikan 

sebesar 104,18%. Tahun 2019 target pajak restoran sebesar Rp 537.257.928.777 

dan realisasi sebesar Rp 538.376.612.068 mengalami kenaikan sebesar 100,21%. 

Target dan realisasi Pajak Restoran setiap tahun nya akan selalu meningkat 

dikarenakan meningkatnya masyarakat yang ingin membuka usaha restoran. 

Dalam tugas memungut pajak restoran terdapat dua bidang yaitu, bidang 

pendataan dan bidang penagihan. Bidang pendataan memiliki tugas untuk 

mendata restoran yang belum terdaftar dan mengurus pembayaran Wajib Pajak. 

Sedangkan bidang penagihan, memiliki tugas untuk menagih wajib pajak yang 

tidak membayar pajak terutang. Bidang penagihan akan melaksanakan penagihan 

apabila telah mendapatkan data dari bidang pendataan atas wajib pajak yang 

menunggak pembayaran pajak terutangnya. Data dari bidang pendataan dapat 
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dilihat dan dicetak melalui aplikasi penagihan, dari aplikasi tersebut dapat dilihat 

restoran yang menunggak pembayaran pajak dan berapa bulan menunggak pajak. 

Tahapan penagihan yaitu dengan membuat Surat Teguran dan Berita 

Acara Penagihan (BAP) yang bisa dilihat dan dicetak melalui aplikasi penagihan. 

Surat teguran berisi penjelasan bahwa jatuh tempo sudah lewat dan himbauan agar 

segara membayar tunggakan pajak. Berita Acara Penagihan (BAP) dibuat sebagai 

pengganti surat jalan dari kantor untuk mendatangi wajib pajak.  Dalam proses 

penagihan terdapat 5 (lima) tahap teguran yaitu : Surat Teguran 1 (pertama), Surat 

Teguran 2 (dua), Surat Teguran 3 (tiga), Penempelan stiker dan di proses melalui 

pengadilan. Jarak dari teguran 1 ke teguran selanjutnya yaitu 7 hari. Penempelan 

stiker dilakukan agar memberikan efek jera kepada restoran tersebut agar segera 

membayar tunggakan pajak. Teguran yang masuk hingga jalur pengadilan hanya 

restoran yang tunggakan pajaknya mencapai lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus 

juta rupiah). Wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak selama berbulan-

bulan dapat mengajukan keberatan dengan meng-angsur paling lama 2 (dua) tahun 

dengan membuat perjanjian bermaterai.  

Bidang penagihan membagi 2 (dua) pengawasan terhadap wajib pajak 

apabila terdapat ketidak sesuaian dalam membayar pajak restoran mereka yaitu 

dengan cara Pengedokan dan Silent yang dilakukan oleh staf penagihan. 

Pengedokan dilakukan dengan cara menunggui restoran tersebut dari buka hingga 

tutup. Sedangkan silent dilakukan dengan cara diam-diam, berlaku seperti 

pembeli bukan sebagai tim penagihan dengan memesan makanan. Staf penagihan 

melakukan silent dengan mencatat harga menu yang temahal dan termurah serta 

banyaknya pengunjung yang datang. Cara kedua pengawasan oleh staf penagihan 

ini dapat mengetahui berapa jumlah pajak yang seharusnya restoran tersebut 

bayar. Apabila terjadi kurang bayar, selanjutnya akan diberi Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh BPKPD Kota Surabaya dan dilakukan 

pendataan kembali oleh staf pendataan. 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui dan memahami bagaimana 

prosedur pengenaan Pajak Restoran. Maka dalam Laporan Tugas Akhir ini 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


6 
 

penulis mengangkat judul “Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan rumusan 

masalah yaitu : Bagaimana Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya ?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan 

dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat,  yaitu :  

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata  

Tujuan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

mengenai “Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya”.  

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata  

Adapun manfaat dari praktek kerja nyata yaitu : 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan penulis khususnya 

tentang Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. 

2) Menjadikan sarana penerapan teori-teori yang diperoleh selama di 

perkuliahan dengan perolehan di lapangan kerja, sehingga dapat 

meningkatkan keahlian dalam bidang perpajakan. 

3) Menjadikan sarana latihan kerja dalam menghadapi dunia kerja 

dengan dibekali pengalaman dan pengetahuan saat Praktek Kerja 

Nyata. 

b. Bagi Universitas Jember 
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1) Mempererat hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas 

Jember dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 

(BPKPD) Kota Surabaya. 

2) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi 

ilmu pada lingkungan universitas.  

3) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar 

pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program 

Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  

c. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daaerah (BPKPD) Kota 

Surabaya  

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antara BPKPD dengan  

Universitas Jember untuk kerjasama lebih lanjut, baik bersifat 

akademis maupun bersifat organisasi. 

2) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmu terkait penanganan 

Pajak Restoran.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Prosedur  

Berdasarkan KBBI, prosedur yaitu tahap kegiatan untuk menyelesaikan 

suatu aktivitas. Sedangkan menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah suatu 

urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 

departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Berdasakan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa prosedur adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

tahapan tertentu sehingga dapat mencapai tujuan akhir 

 

2.2 Definisi Penagihan 

Penagihan sendiri berasal dari kata tagih, yang menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016 berarti proses, cara, perbuatan menagih; 

permintaan (peringatan dan sebagainya) supaya membayar utang dan sebagainya. 

Sedangkan pengertian Penagihan lainnya juga terdapat di Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang mana 

pengertian penagihan dijelaskan bahwa serangkaian tindakan agar Penanggung 

Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 

Pasal 1 menjelaskan Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung 

Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.   

Berdasarkan beberapa pengertian penagihan yang dipaparkan maka dapat 

disimpulkan bahwa penagihan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk 
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menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak agar segera melunasi pajak 

terutangnya. 

 

2.3 Pengetahuan Seputar Perpajakan 

2.3.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

perubahan ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Soemitro (2007:11), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut Mardiasmo (2018:3) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak 

hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) 

2. Berdasarkan undang-undang, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.  

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditujuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Dari beberapa uraian mengenai pajak, dapat disimpulkan bahwa Pajak 

merupakan sumber penerimaan negara berasal dari rakyat yang digunakan untuk 

membayar keperluan negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pajak 

dipungut berdasarkan dengan Undang-undang serta aturan pelaksanaan yang 

berlaku, dan dapat dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah 
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2.3.2 Fungsi Pajak 

Menurut Halim (2017:4) fungsi pajak ada 2 yaitu: 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)  

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, 

kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. 

Dengan demikian, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran 

pembangunan.  

Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan 

APBN. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 

Contoh:  

a. Memberikan insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong 

peningkatan investasi di dalam negeri. 

b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong 

peningkatan ekspor produk dalam negeri. 

 

2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:4) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang maupun pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 
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Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak 

bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan pajak. 

2. Pemugutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat 

Yuridis) 

Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya. 

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus lebih dari hasil 

pemungutannya. 

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 

2.3.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau 

memberikan justifikasi atau pemberian hak kepada Negara untuk memungut 

pajak, teori-teori tersebut yaitu: 

1.  Teori Asuransi  

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang 

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan 

perlindungan tersebut. 

2. Teori Kepentingan  
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Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 

kepentingan seseorang terhadap negara, maka tinggi pajak yang harus 

dibayar.  

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak 

harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk 

mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu, unsur 

objektif dan unsur subjektif. 

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki seseorang. 

b.Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan material 

yang harus dipenuhi.  

4. Teori Bakti  

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 

dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus 

selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu 

kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga 

masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan 

menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh 

masyarakat lebih diutamakan.   

 

2.3.5 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:7) ada tiga pengelompokan pajak, yakni:  

1. Menurut Golongan  
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a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan atau 

berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri 

Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah.  

3. Menurut Lembaga Pemungutannya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Pajak Hiburan. 

 

2.3.6 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:11) ada 4 (empat) tarif pajak: 
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1. Tarif Sebanding/Proposional 

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang 

dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah 

pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% 

2. Tarif Tetap  

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah 

yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan 

nilai nominal berapa pun adalah Rp. 3.000 

3. Tarif Progresif  

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar 

Contoh: Besarnya tarif progresif pajak restoran 

Tabel 2.1 : Tabel tarif progresif pajak restoran 

Omzet Tarif Pajak 

  

Rp 3.500.000 s.d. Rp 5.000.000 per bulan 1%s.d3% 

Rp 5.000.000 s.d. Rp 10.000.000 per bulan 4%s.d10% 

Diatas Rp 10.000.000 per bulan  10% 

 

(Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010) 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi: 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin 

besar 

b. Tarif profresif tetap : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil 
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4. Tarif degresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

 

2.3.7 Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut Resmi (2014:11), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), 

yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding 

System.  

1. Official Assessment System  

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang 

membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 

pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem 

pemungutan pajak Official Assessment, Wajib Pajak bersifat pasif dan 

pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan 

Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. 

2. Self Assessment System  

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh 

Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, Wajib Pajak 

merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan 

melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau 

melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. 

3. Withholding System  

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang 

bukan Wajib Pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh 

Withholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang 

dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi 

pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. 
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2.4 Pengetahuan Seputar Pajak Daerah  

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah 

Pengertian Pajak Daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 

didefinisikan sebagai “Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Menurut Siahaan (2010:7) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan 

oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 

dan pembangunan daerah.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pajak daerah yaitu 

iuran wajib kepada daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa 

mendapatkan imbalan secara lansung yang digunakan untuk membiayai keperluan 

daerah untuk kemakmuran rakyat.  

Menurut Puspita dan Wicaksono (2017), Pajak Daerah meliputi 5 (lima) 

jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi 

terdiri dari : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Untuk 

pajak Kabupaten / Kota terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, 

pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

 

2.4.2 Dasar Hukum  

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

2.4.3 Jenis Pajak dan Objek Pajak 

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 
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1. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:  

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 

2.5 Pengetahuan Seputar Pajak Restoran  

2.5.1 Definisi Pajak Restoran 

Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang 

disediakan di restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain. 

 

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Restoran  

Dasar Hukum Pajak Restoran tertulis pada Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.  

 

2.5.3 Objek Pajak Restoran 
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Menurut Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2), 

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.  

Termasuk dalam objek pajak restoran, meliputi:  

a. Restoran 

b. Rumah makan 

c. Kafetaria 

d. Kantin 

e. Warung 

f. Depot 

g. Bar 

h. Pujasera/foodcourt 

i. Toko roti/bakery 

j. Jasa boga/katering 

Tidak termasuk objek pajak restoran apabila nilai penjualannya tidak 

melebihi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.  

 

2.5.4 Subjek Pajak Restoran  

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4  Tahun 2011 Pasal 11, 

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan 

dan/atau minuman dari restoran. 

 

2.5.5 Tarif, Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Restoran 

1. Tarif Pajak Restoran ditetapkan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). 

Penghitungan Pajak Restoran: Dasar pengenaan pajak × tarif pajak.  

2. Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

bulan kalender. 

3. Saat terutangnya pajak restoran terjadi pada saat dilakukan 

pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang 

pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pada saat 

disampaikan SPTPD.  
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2.5.6 Dasar Penagihan 

Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak 

melunasi tunggakan pajak. Jenis penagihan pajak di bagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Penagihan Pasif 

Penagihan pasif yaitu wajib pajak secara langsung membayar pajak 

terutang nya tanpa harus di tagih terlebih dahulu. Tahapan penagihan 

pasif yaitu wajib pajak mendatangi Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya lalu membayar pajak 

terutang nya kemudian urusan Wajib Pajak selesai.  

2. Penagihan Aktif 

Penagihan aktif yaitu pihak penagih mendatangi wajib pajak yang 

menunggak pajak mereka agar segera membayar pajak terutangnya. 

Dalam penagihan aktif,wajib pajak akan diberikan surat teguran yang 

berisi tunggakan pajak mereka. Tahapan penagihan aktif yaitu pihak 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota 

Surabaya mendatangi Wajib Pajak untuk segera membayar pajak, 

apabila membayar maka urusan Wajib Pajak selesai. 

Dalam proses penagihan terdapat empat (4) teguran yaitu : 

1. Teguran 1 

Teguran 1 dikenakan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak 

setelah jatuh tempo. Surat teguran 1 diberi kesempatan kepada Wajib 

Pajak untuk membayar pajaknya paling lama 7 hari setelah 

diterimanya surat teguran 1.  

2. Teguran 2 

Teguran 2 dikenakan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak 

setelah diterimanya surat teguran 1. Surat teguran 2 akan diberikan 

kesempatan kembali kepada Wajib Pajak untuk membayar pajaknya 

paling lama 7 hari setelah diterimanya surat teguran 2.   

3. Teguran 3 

Teguran 3 dikenakan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak 

setelah diterimanya surat teguran 2. Surat teguran 3 akan diberikan 
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kesempatan kembali kepada Wajib Pajak untuk membayar pajaknya 

paling lama 7 hari setelah diterimanya surat teguran 2. 

4. Penempelan stiker 

Penempelan stiker ini dilakukan apabila Wajib Pajak tidak ada niat 

baik untuk membayar pajak setelah mendapatkan surat teguran 3. 

Penempelan stiker ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada 

Wajib Pajak yang telah menunggak pajak mereka. Stiker yang telah 

ditempel tidak dapat dilepas oleh pemilik restoran tanpa ada ijin dari 

pihak BPKPD, apabila dilepas tanpa se-pengetahuan pihak BPKPD 

maka akan di kenakan sanksi pidana. Stiker ini dapat dilepas apabila 

Wajib Pajak telah membayar tunggakan pajak. 

Dalam membayar tunggakan pajak apabila Wajib Pajak mengalami 

keberatan, dapat mengajukan angsuran pembayaran dengan mendatangi BPKPD 

dan menandatangani surat perjanjian angsuran. Angsuran tunggakan pajak ini 

paling lama 2 (dua) tahun.  
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Tempat Praktek Kerja Nyata 

Tempat Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, yang beralamat di 

Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya dan ditempatkan pada bagian 

penagihan dan pengurangan pajak daerah. Bidang penagihan di pimpin oleh 

Kepala Bagian Penagihan.  

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 

(BPKPD) Kota Surabaya dilaksanakan selama 44 hari terhitung sejak 

tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 sesuai dengan surat 

yang dikeluarkan oleh Fakultas. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini 

dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata 

Hari Kerja Jam Kerja 

Senin s.d. Kamis 08.00-16.00 WIB 

Jumat 08.00-15.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur 

Sumber: BPKPD Kota Surabaya (2020) 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dibuat Laporan Tugas Akhir oleh 

penulis dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Restoran di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya”. 

Sehingga pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada 

bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah. Pada bidang penagihan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


22 
 

dan pengurangan pajak daerah penulis diberi tugas membuat surat teguran 

dan berita acara penagihan. 

 

3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya setiap harinya dimulai pukul 

08.00 WIB. Berikut ini merupakan rincian dari kegiatan selama praktik kerja 

nyata, yaitu:  

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktik Kerja Nyata pada BPKPD Surabaya 

 

No. 

 

Waktu Pelaksanaan 

 

Kegiatan 

 

Hasil Kegiatan 

1.  Senin, 2 Maret 2020 

Penanggungjawab:  

a. Bapak Budi  

b. Ibu Nurhayati S.E, 

M.M  

 

a. Penempatan pada 

bidang penagihan  

b. Penempatan pada 

pajak restoran  

a. Dapat mengetahui 

bidang penagihan di 

BPKPD  

b. Dapat mengetahui 

karyawan pada pajak 

restoran dan kegiatan 

pada pajak restoran 

2.  Selasa, 3 Maret 2020 

Penanggungjawab:  

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

Membuat Surat Teguran Dapat mengetahui 

cara membuat surat 

teguran 

menggunakan 

aplikasi penagihan 

3. . Rabu, 4 Maret 2020 

Penanggungjawab:  

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

a. Membuat Surat 

Teguran 

b. Membuat Berita 

Acara Penagihan 

a. Dapat mengetahui 

cara membuat 

surat teguran 

menggunakan 
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(BAP) di hari 

sebelumnya  

aplikasi 

penagihan 

b. Dapat mengetahui 

cara membuat 

dan mencetak 

Berita Acara 

Penagihan 

melalui aplikasi 

penagihan  

4.  Kamis, 5 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

Merekap wajib pajak 

yang sudah membayar 

tunggakan pajak  

Dapat mengetahui 

bagaimana cara 

mengganti 

tunggakan wajib 

pajak yang 

sebelumnya tidak 

membayar bayar 

dengan membayar. 

5.  Jum’at, 6 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

Membuat Surat Teguran Dapat mengetahui 

cara membuat surat 

teguran 

menggunakan 

aplikasi penagihan 

6.  Senin, 9 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

 

a. Membuat Surat 

Teguran 

b. Membuat Berita 

Acara Penagihan (BAP) 

di hari sebelumnya 

a. Dapat mengetahui 

cara membuat surat 

teguran 

menggunakan 

aplikasi penagihan 

b. Dapat mengetahui 

cara membuat dan 

mencetak Berita 
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Acara Penagihan 

melalui aplikasi 

penagihan 

7.  Selasa, 10 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

Mengecek kembali surat 

teguran dan berita acara 

penagihan yang telah 

diterima wajib pajak dan 

yang belum diterima 

oleh wajib pajak. 

Dapat mengetahui 

perbedaan surat 

teguran dan berita 

acara yang telah 

diterima dan belum 

diterima oleh wajib 

pajak 

8.  Rabu, 11 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

Meng-scan 75 lembar 

Surat Tagihan dan 

Berita Acara Penagihan 

(BAP) yang telah 

diberikan kepada wajib 

pajak 

Bisa mengetahui cara 

menyimpan arsip 

surat tagihan dan 

Berita Acara 

Penagihan (BAP) 

yang telah diterima 

wajib pajak melalui 

aplikasi penagihan 

9.  Kamis, 12 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

 

Membuat Surat Teguran Dapat mengetahui 

cara membuat surat 

teguran 

menggunakan 

aplikasi penagihan 

10.  Jum’at, 13 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

 

Membuat Berita Acara 

Penagihan (BAP) 

Dapat mengetahui 

cara membuat dan 

mencetak Berita 

Acara Penagihan 

melalui aplikasi 

penagihan 

11.  Senin, 16 Maret 2020 Menagih Wajib Pajak Dapat mengetahui 
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Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

yang belum membayar 

tunggakan pajak 

restoran  

secara langsung cara 

menagih Wajib Pajak 

yang menunggak 

pembayaran pajak 

restoran 

12.  Selasa, 17 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

a. mengecek restoran 

yang telah menunggak 

pembayaran pajak 

selama lebih dari 3 

bulan atau telah 

melewati teguran 3 

b. membuat surat 

teguran untuk 

penempelan stiker pada 

restoran 

Dapat mengetahui 

cara membuat Surat 

Teguran dan Berita 

Acara Penagihan 

(BAP) sebelum 

dilakukan 

penempelan stiker 

pada restoran 

13.  Rabu, 18 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Nurhayati S.E, M.M 

Melakukan penempelan 

stiker pada restoran 

yang mengabaikan Surat 

Teguran hingga teguran 

3  

Dapat mengetahui 

secara langsung 

bagaimana proses 

dari penempelan 

stiker 

 

14.  Kamis, 19 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

Implementasi pengenaan 

subjek dan objek Pajak 

Restoran 

Dapat mengetahui 

objek dan subjek 

Pajak Restoran  

15.  Jum’at, 20 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Dian Dwi Pertiwi A.md 

 

Melakukan Diskusi 

terkait dengan Peraturan 

Daerah Kota Surabaya 

Nomor 4 Tahun 2011 

Tentang Pajak Restoran 

Dapat memahami isi 

dari Peraturan 

Daerah Kota 

Surabaya Nomor 4 

Tahun 2011 Tentang 
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Pajak Restoran 

16.  Senin, 23 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Dian Dwi Pertiwi A.md 

 

Implementasi 

pemeriksaan dan 

penagihan yang 

dilakukan oleh bidang 

penagihan pajak 

restoran 

Mengetahui 

bagaimana proses 

pemeriksaan serta 

penagihan yang 

dilakukan oleh 

bidang penagihan 

17.  Selasa, 24 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

 

Melakukan diskusi jatuh 

tempo pembayaran 

pajak  

Dapat mengetahui 

jatuh tempo 

pembayaran Pajak 

Restoran  

18.  Kamis, 26 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

 

Membaca dan diskusi 

tentang Peraturan 

Walikota Surabaya 

Nomor 70 Tahun 2016 

Dapat mengetahui 

tarif dan ketentuan 

dalam pajak restoran 

19.  Jum’at, 27 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Nurhayati S.E, M.M 

Melakukan diskusi 

tentang target dan  

realisasi pajak daerah 

yang ada di BPKPD 

Dapat mengetahui 

besar target yang 

ingin di peroleh pada 

tahun tersebut dan 

realisasi yang di 

dapatkan 

20.  Senin, 30 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Dian Dwi Pertiwi A.md 

 

Implementasi pengenaan 

Tarif dan Cara 

Perhitungan Pajak 

Restoran 

 

Dapat mengetahui 

terkait dengan Dasar 

Pengenaan, Tarif dan 

Cara Perhitungan 

Pajak Restoran  

21.  Selasa, 31 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Dian Dwi Pertiwi A.md 

 

Melakukan diskusi 

tentang proses lanjutan 

setelah penempelan 

stiker 

Mengetahui tahapan 

lanjutan yang 

dilakukan oleh staf 

penagihan setelah 
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dilakukan proses 

penempelan stiker 

22.  Rabu, 1 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

Melakukan diskusi 

tentang proses dalam 

melakukan penentuan 

target 

Mengetahui 

bagaimana proses 

penentuan target 

untuk pertahun dan 

dengan siapa saja 

penentuan target itu 

dibuat 

23.  Kamis. 2 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

 

Melakukan diskusi 

tentang prosedur 

perjanjian angsuran  

Dapat mengetahui 

bagaimana prosedur 

dalam melakukan 

permohonan 

angsuran ke BPKPD 

Kota Surabaya 

24.  Jum’at, 3 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dian Dwi Pertiwi A.md 

 

 

Implementasi Surat 

Pemberitahuan 

Tunggakan Pajak 

Restoran 

 

Dapat mengetahui 

terkait Surat 

Pemberitahuan 

Tunggakan Pajak 

Restoran 

25.  Senin, 6 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dian Dwi Pertiwi A.md 

 

Implementasi 

penghapusan scan Berita 

Acara Penagihan (BAP) 

dan Surat Teguran 

Dapat mengetahui 

cara penghapusan 

Berita Acara 

Penagihan (BAP) 

dan Surat Teguran 

26.  Selasa, 7 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

 

Melakukan diskusi 

tentang kejaksaan  

Mengetahui 

bagaimana prosedur 

melakukan proses 

tindak pidana wajib 

pajak yang 
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melakukan 

tunggakan 

27.  Rabu, 8 April 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

 

Melakukan diskusi 

solusi dari masalah 

Pajak Restoran  

Dapat mengetahui 

bagaimana solusi 

yang akan dilakukan 

dan pernah dilakukan 

dalam Pajak 

Restoran 

28.  Kamis, 9 April 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

 

Implementasi 

penyampaian Surat 

Teguran dan Berita 

Acara Penagihan (BAP) 

kepada Wajib Pajak  

 

Dapat mengetahui 

proses penyampaian 

Surat Teguran dan 

Berita Acara 

Penagihan ke Wajib 

Pajak  

29.  Senin, 13 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dian Dwi Pertiwi A.md 

 

 

Melakukan diskusi 

tentang cara 

penghapusan hasil scan 

Mengetahui 

bagaimana cara 

menghapus cara scan 

yang telah di upload 

sebelum nya 

30.  Selasa, 14 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dian Dwi Pertiwi A.md 

 

Melakukan diskusi 

tentang target dan  

realisasi pajak daerah 

yang ada di BPKPD  

Dapat mengetahui 

besar target yang 

ingin di peroleh pada 

tahun tersebut dan 

realisasi yang di 

dapatkan 

31.  Rabu, 15 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

 

Melakukan diskusi tarif 

progresif pada pajak 

restoran dan alasan 

dilakukan penurunan 

tarif progresif di 

Dapat mengetahui 

apa penyebab 

diturunkannya tarif 

progresif pada pajak 

restoran 
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BPKPD 

32.  Kamis, 16 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

 

Melakukan diskusi 

terkait usaha BPKPD 

dalam meningkatkan 

penerimaan pajak 

daerah terutama dalam 

pajak restoran 

Dapat mengetahui 

bagaima upaya yang 

telah dilakukan oleeh 

BPKPD dan upaya 

yang akan dilakukan 

33.  Jum’at, 17 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dian Dwi Pertiwi A.md 

Melakukan diskusi 

tentang system yang 

digunakan oleh BPKPD 

dan system yang gagal 

digunakan oleh BPKPD 

Dapat mengetahui 

apa saja dan 

bagaimana cara 

BPKPD dalam 

menggunakan 

system tersebut  

34.  Senin, 20 April 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

 

Implementasi pengenaan 

subjek dan objek Pajak 

Restoran 

Dapat mengetahui 

objek dan subjek 

Pajak Restoran  

35.  Selasa, 21 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dian Dwi Pertiwi A.md 

Implementasi 

permohonan perjanjian 

angsuran 

Dapat mengetahui 

dibuat nya 

permohonan 

perjanjian angsuran 

36.  Rabu, 22 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dian Dwi Pertiwi A.md 

Implementasi solusi dari 

masalah Pajak Restoran  

Dapat mengetahui 

solusi yang akan 

dilakukan dalam 

Pajak Restoran 

37.  Kamis, 23 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

Implementasi Surat 

Pemberitahuan 

Tunggakan Pajak 

Restoran 

 

Dapat mengetahui 

terkait Surat 

Pemberitahuan 

Tunggakan Pajak 

Restoran 
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38.  Jum’at, 24 April 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

 

Implementasi 

pemeriksaan dan 

penagihan yang 

dilakukan oleh bidang 

penagihan pajak 

restoran 

Mengetahui 

bagaimana proses 

pemeriksaan serta 

penagihan yang 

dilakukan oleh 

bidang penagihan 

39.  Senin, 27 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

Melakukan diskusi 

tentang proses dalam 

melakukan penentuan 

target 

Mengetahui 

bagaimana proses 

penentuan target 

untuk pertahun dan 

dengan siapa saja 

penentuan target itu 

dibuat 

40.  Selasa, 28 April 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

 

Melakukan diskusi 

terkait dengan Peraturan 

Daerah Kota Surabaya 

Nomor 4 Tahun 2011 

Tentang Pajak Restoran 

Dapat memahami isi 

dari Peraturan 

Daerah Kota 

Surabaya Nomor 4 

Tahun 2011 Tentang 

Pajak Restoran 

41.  Rabu, 29 April 2020 

Penanggungjawab: 

Dimas Enggal Adhidama 

S.stat, M.MT 

Melakukan diskusi 

tentang proses 

pemeriksaan oleh Jaksa 

atas pelanggaran 

tunggakan pembayaran 

pajak restoran 

Dapat mengetahui 

langkah-langkah 

pemeriksaan di Jaksa 

42.  Kamis, 30 April 2020 

Penanggungjawab: 

Buyung Fahmi Ridho S.E 

 

Implementasi Surat 

Pemberitahuan 

Tunggakan Pajak 

Restoran 

 

Dapat mengetahui 

terkait Surat 

Pemberitahuan 

Tunggakan Pajak 

Restoran 

Sumber: BPKPD Kota Surabaya (2020) 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data dipakai dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini yaitu: 

a. Data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berisi informasi bilangan atau 

angka. Data kuantitatif pada Laporan Praktik Kerja Nyata ini berupa 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2016 s.d 

2019. 

b. Data kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk bilangan verba atau 

kalimat bukan berupa angka atau simbol. Data kualitatif pada 

Laporan Praktik Kerja Nyata ini adalah berupa hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan penulis dengan pegawai BPKPD bidang 

penagihan Pajak Restoran.  

 

3.3.2 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi 

dan wawancara terhadap narasumber. Dalam hal ini penulis 

menggunakan data primer melalui observasi dengan ikut dalam 

melakukan penagihan dan penempelan stiker secara langsung ke 

tempat Wajib Pajak. Penulis melakukan penagihan yaitu dengan 

Dimas Enggal Adhidama. Penulis melakukan penempelan stiker yaitu 

dengan Nurhayati. Wawancara dilakukan oleh: 

1. Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT 

2. Buyung Fahmi Ridho S.E 

3. Dian Dwi Pertiwi A.md 

b. Data Sekunder   

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak eksternal 

lainnya, untuk memperkuat data primer, berupa dari Undang- undang 
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Perpajakan, Peraturan Walikota Surabaya, Peraturan Daerah Kota 

Surabaya, buku, atau informasi lain yang bersifat akuntabel. 

 

3.3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah: 

a. Studi Pustaka  

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan 

buku, internet, dan referensi yang berhubungan dengan laporan 

Praktik Kerja Nyata. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-

undang, Peraturan Daerah Kota Surabaya, buku perpajakan dan 

internet khusus nya tentang pajak restoran dan pajak daerah. 

b. Pengamatan Langsung / Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan 

kerja untuk mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi 

(riil di lapangan). Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini penulis 

mengobservasi dengan ikut dalam melakukan penagihan dan 

penempelan stiker secara langsung ke tempat Wajib Pajak dengan 

Bapak Dimas Enggal dan Ibu Nurhayati. Sehingga, penulis dapat 

mengamati proses dalam melakukan penagihan dan penempelan 

stiker secara langsung. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan 

tanya jawab kepada narasumber Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya dan Rekan yang 

berhubungan dengan masalah “ Prosedur Penagihan Pajak Restoran 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota 

Surabaya”. Wawancara dilakukan yaitu dengan: 

1. Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT 

2. Buyung Fahmi Ridho S.E 

3. Dian Dwi Pertiwi A.md 
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4. Ibu Nurhayati S.E, M.M 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya tentang 

Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak 

Daerah Kota Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Prosedur penagihan yang dilakukan oleh Pajak Restoran sudah sesuai 

dengan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota 

Surabaya dibuktikan dengan dari tahun ke tahun masyarakat khusus nya 

Kota Surabaya sadar akan taat pajak serta tingkat penerimaan pajak yang 

selalu meningkat di setiap tahunnya 

2. Prosedur penagihan pajak yang dilakukan oleh bidang penagihan dengan 

menggunakan surat teguran yaitu terdiri dari surat teguran 1 (satu), surat 

teguran 2 (dua) dan surat teguran 3 (tiga). Menurut saya, setelah dilakukan 

nya teguran dengan menggunakan surat teguran belum cukup efektif 

dikarenakan wajib pajak setelah diberikan surat teguran masih tetap 

menghiraukan dan banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran 

tunggakan pajak. 

3. Penempelan stiker dilakukan oleh staf penagihan apabila Wajib Pajak 

tetap menghiraukan surat teguran hingga teguran 3 (tiga). Penempelan ini 

dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak dan agar segera 

membayar tunggakan pajak. Menurut saya, setelah dilakukan nya teguran 

dengan menggunakan penempelan stiker sudah cukup efektif dikarenakan 

wajib pajak banyak yang melakukan pembayaran tunggakan pajak setelah 

dilakukan penempelan stiker. Wajib Pajak merasa malu dengan 

pengunjung yang datang dikarenakan restoran telah memungut pajak dari 

pengunjung namun tidak dibayarkan oleh restoran tersebut. 

4. Pembayaran pajak terutang dapat dilakukan dengan mendatangi langsung 

Kantor BPKPD atau membayar melalui atm dan dilaporkan secara online. 

Wajib Pajak yang tidak mampu membayarkan pajak terutang nya dapat 
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mengajukan permohonan angsuran kepada BPKPD dengan menggunakan 

syarat yang berlaku dan diberi waktu angsuran paling lama 2 (dua) tahun. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang sudah dilakukan di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, adapun saran 

yang diberikan dalam Prosedur Penagihan Pajak Restoran yaitu : 

1. Sebaiknya BPKPD Kota Surabaya mempertahankan kedisiplinan 

terhadap peraturan perpajakan daerah agar terhindar dari pelanggaran-

pelanggaran perpajakan yang sering terjadi dan terus tingkatkan target 

pendapatan agar tiap tahunnya khususnya dalam hal pajak daerah, agar 

Kota Surabaya terus maju dan bisa selalu memenuhi fasilitas-fasilitas 

kota yang kurang memadai. 

2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari pihak penagihan kepada 

wajib pajak yang masih meremehkan pembayaran tunggakan pajak 

terutama pada Pajak Restoran. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktik Kerja Nyata  
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Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 
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Lampiran 11. UU KUP Nomor 16 Tahun 2009  
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Lampiran 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  
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Lampiran 13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 
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Lampiran 14. Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak  
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Lampiran 15. Surat Tagihan  
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Lampiran 16. Berita Acara Penagihan (BAP) 
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Lampiran 17. Target dan Realisasi Tahun 2011 s/d 2018 
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Lampiran 18. Hasil Wawancara dengan staf penagihan  

 

Narasumber  : Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT 

Hari, Tanggal  : Kamis, 05 Maret 2020 

Tempat Wawancara : Ruang Penagihan BPKPD Kota Surabaya 

Topik Wawancara : Seputar Pendataan dan Penagihan 

Pewawancara : Assalamualaikum bapak, Selamat siang maaf menggangu 

waktunya. 

Narasumber : Wa’alaikumsalam mbak, ada yang bisa saya bantu? 

Pewawancara : Maaf sebelumnya bapak, bila bapak berkenan saya ingin 

menanyakan beberapa hal terkait dengan pendataan dan 

penagihan untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya. 

Narasumber : Iya mbak, silahkan. 

Pewawancara : Di dalam melaksanakan pungutan pajak daerah, di 

BPKPD sendiri terdapat bidang pendataan. Tugas dari 

pendataan sendiri apa ya bapak ? 

Narasumber  : Pendataan memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan 

perencanaan bahan pendataan, penilaian dan penetapan 

Pajak Restoran 

Pewawancara  : Sebelum membayar pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu 

harus melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD). Apakah ada bapak, Wajib Pajak yang hanya 

melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

saja tanpa melakukan pembayaran pajak? 

Narasumber : Wajib Pajak sangat jarang sekali hanya melaporkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), walaupun ada itu 

hanya sedikit karena mereka berfikiran akan membuang-

buang waktu mereka saja. 

Pewawancara : Untuk tugas dari bidang penagihan sendiri apa ya bapak? 

Narasumber  : Bidang penagihan memiliki tugas untuk menagih Wajib 

Pajak yang tidak membayarkan tunggakan pajak nya 
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sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu 

setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo di jam kerja. Proses 

penagihan ini dilakukan dengan memberikan surat teguran 

kepada Wajib Pajak. Kegiatan bidang penagihan pajak 

restoran di BPKPD setiap hari nya yaitu menyiapkan bahan 

untuk dilakukannya penagihan langsung ke tempat Wajib 

Pajak dengan menyiapkan Surat Teguran. Surat teguran ini 

terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu : surat teguran 1 (satu), surat 

teguran 2 (dua), dan surat teguran 3 (tiga). Surat teguran ini 

akan terbit apabila Wajib Pajak belum menyetorkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan belum 

melakukan pembayaran pajak. 

Pewawancara : Bagaimana untuk prosedur penagihan yang dilakukan oleh 

staf penagihan, bapak? 

Narasumber : Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajak, 

selanjutnya akan di tegur oleh staf penagihan dengan 

menggunakan surat teguran. Pembuatan surat teguran 

sesuai dengan tahapan yang ada dalam aplikasi penagihan. 

Setiap pembuatan surat teguran pasti ada Berita Acara 

Penagihan (BAP) namun, sebelum membuat BAP terlebih 

dahulu harus membuat rekapan tagihan untuk mendapatkan 

legalitas dari kepala badan penagihan. jangka waktu 

pembayaran yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran 

diberikan. Aplikasi yang biasa digunakan untuk melihat 

serta men-sortir Wajib Pajak yang menunggak pembayaran 

yaitu dengan aplikasi penagihan atau yang biasa kami sebut 

dengan aplikasi P. Aplikasi ini terhubung dengan bidang 

pendataan serta hanya dapat diakses oleh staf penagihan 

dan staf pendataan. Tahapan penagihan dengan surat 

teguran yang dilakukan oleh staf penagihan yaitu : 
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1. Apabila Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo di 

jam kerja tidak membayar pajak dan tidak melaporkan 

SPTPD maka, staf penagihan akan melakukan teguran 

kepada Wajib Pajak dengan diberikannya Surat Teguran 

1 (satu). Batas waktu pembayaran setelah diberikannya 

surat teguran 1 (satu) yaitu 7 (tujuh) hari. 

2. Wajib Pajak yang menghiraukan surat teguran 1 (satu) 

akan ditegur kembali dengan diterbitkan nya surat 

pemberitahuan tunggakan pajak. Denda atas tunggakan 

pajak yaitu 2% per bulan. Tempat pembayaran 

tunggakan dapat dilakukan di BPKPD, Bank yang telah 

ditunjuk untuk melakukan pembayaran pajak dan UPTB 

Pelayanan Pajak Daerah. 

3. Setelah diberikan surat pemberitahuan tunggakan pajak 

Wajib Pajak tetap menghiraukan maka, selanjutnya akan 

kembali di tegur dengan diterbitkan nya surat teguran 2 

(dua). Pembuatan surat teguran 2 (dua) sama seperti 

surat teguran 1 (satu). 

4. Setelah diberikan surat teguran 2 (dua) Wajib Pajak tetap 

menghiraukan maka, selanjutnya akan kembali di tegur 

dengan diterbitkan nya surat teguran 3 (tiga). Pembuatan 

surat teguran 3 (tiga) sama seperti surat teguran 2 (dua). 

Teguran ini adalah teguran terakhir yang diberikan 

kepada Wajib Pajak yang dilakukan dengan 

menggunakan surat teguran. 

Pewawancara : Apakah staf penagihan dapet menerima pembayaran 

tunggakan pajak pada saat surat penagihan diberikan oleh 

Wajib Pajak ? 

Narasumber  : Pada saat penagihan kepada Wajib Pajak dilakukan, staf 

penagihan hanya melakukan pemberian surat teguran dan 

himbauan agar segara melakukan pembayaran di Kantor 
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BPKPD sebelum waktu yang telah diberikan yaitu 7 (tujuh) 

hari setelah surat teguran diberikan. Staf penagihan juga 

dilarang untuk menerima pembayaran tunggakan pajak 

untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti terjadi 

korupsi ataupun penyalahgunaan nama dari bidang 

penagihan sendiri. 

Pewawancara : Saya melihat terdapat dua (2) lembar cetakan surat 

teguran dan Berita Acara Penagihan (BAP) yang terdiri dari 

lembar putih dan lembar merah muda, setelah dilakukan 

penagihan. Lembar berwarna apa yang diberikan kepada 

Wajib Pajak dan lembar berwarna apa yang disimpan oleh 

staf penagihan? 

Narasumber : Setiap setelah penagihan dilakukan lembar merah muda 

pada surat teguran dan lembar putih pada Berita Acara 

Penagihan (BAP) diambil dan disimpan kembali oleh staf 

penagihan. Dan untuk lembar putih pada surat teguran dan 

lembar merah muda pada Berita Acara Penagihan (BAP) 

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti bahwa telah 

dilakukan penagihan.  

Pewawancar : Bagaimana untuk cara penyimpanan berkas surat teguran 

dan Berita Acara Penagihan (BAP) setelah dilakukannya 

penagihan ? 

Narasumber : Setelah dilakukan proses penagihan, kami melakukan scan 

berkas yang bertujuan agar hasil dari proses penagihan 

tidak hilang dan rusak terkena barang lain. Penyimpanan ini 

di anggap lebih efektif dikarenakan tidak menyempitkan isi 

ruangan kantor. Scan berkas ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi penagihan. 

Pewawancara : Baik Bapak, mungkin itu saja yang saya tanyakan. 

Apabila ada yang kurang jelas, saya akan menanyakan 
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kembali kepada bapak. Terimakasih atas waktunya. Mohon 

maaf apabila menggangu waktu bapak. 

Narasumber : Iya mbak, sama-sama. Semoga jawaban saya berikan 

dapat membantu mbak Diah dalam melakukan penulian 

Laporan Tugas Akhir.  
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Lampiran 19. Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Penagihan 

 

Narasumber  : Ibu Nurhayati S.E, M.M 

Hari, Tanggal  : Selasa, 10 Maret 2020 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Badan Penagihan BPKPD Kota Surabaya 

Topik Wawancara : Seputar Penempelan Stiker dan Permohonan Angsuran 

Pewawancara : Assalamualaikum ibu, Selamat siang maaf menggangu 

waktunya. 

Narasumber : Wa’alaikumsalam mbak, ada yang bisa saya bantu? 

Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, bila ibu berkenan saya ingin 

menanyakan beberapa hal terkait dengan pendataan dan 

penagihan untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya. 

Narasumber : Iya mbak, silahkan. 

Pewawancara : Apakah ada proses yang dilakukan oleh staf penagihan 

setelah dilakukan teguran menggunakan surat teguran ? 

Narasumber : Proses yang kami lakukan setelah teguran yaitu dengan 

penempelan stiker. Biasanya kami memberikan stiker pada 

restoran apabila telah menunggak pembayaran selama 3 

(tiga) bulan. Penempelan stiker ini bukan termasuk dalam 

peraturan melainkan kebijakan dari Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya 

untuk memberikan efek jera 

Pewawancara : Apakah pada saat dilakukan proses penempelan stiker, 

Wajib Pajak selalu menerima jika restoran mereka ditempel 

dengan stiker ?  

Narasumber : Pada saat kami mendatangi restoran untuk dilakukan 

penempelan stiker, kami menghimbau agar segera 

membayarkan tunggakan pajak dengan datang ke kantor 

BPKPD. Dan ada juga restoran yang tidak terima bahwa 

restoran mereka ditempel stiker tunggakan pajak. Karena 

mereka beranggapan penempelan stiker ini akan membuat 
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pelanggan restoran menjadi sepi. Beberapa restoran pun 

sering melepas stiker sendiri tanpa ada pemberitahuan 

terlebih dahulu kepada staf penagihan. Melihat Wajib Pajak 

yang suka melanggar, pihak BPKPD membuat sanksi 

pidana untuk restoran yang melakukan pelepasan stiker 

secara diam-diam tanpa memberitau terlebih dahulu kepada 

staf penagihan. 

Pewawancara : Saat Wajib Pajak melakukan tunggakan pembayaran, 

banyak Wajib Pajak yang tidak sanggup melakukan 

pembayaran secara langsung, dikarenakan selain membayar 

tunggakan pajak juga membayar denda sebesar 2% per 

bulan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran. 

Apakah benar Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

angsuran kepada BPKPD? karena saya melihat di peraturan 

daerah kota surabaya tidak ada pasal yang mengatur tentang 

permohonan angsuran? 

Narasumber  : Permohonan angsuran adalah kebijakan dari BPKPD. 

Kebijakan ini baru di mulai pada tahun 2016. Dengan 

banyak nya restoran yang menunggak pembayaran pajak 

dan tidak sanggup untuk melunasi nya secara langsung, 

maka BPKPD memberikan kelonggaran dengan dapat 

meng-angsur tunggakan pajak yang telah dilakukan. Jangka 

waktu angsuran ini dilihat dari besar atau kecil nya 

tunggakan yang dilakukan. Jangka waktu angsuran ini 

paling lama 2 (dua) tahun. Karena jika lebih dari 2 (dua) 

tahun di khawatirkan restoran tersebut telah bangkrut 

ataupun berpindah tempat. 

Pewawancara : Bagaimana proses pengajuan permohonan angsuran ? 

Narasumber  : Pada permohonan angsuran ini hanya pihak BPKPD saja 

yang berhak membuat draf angsuran. Wajib Pajak disini 

hanya melaporkan bahwa tidak sanggup membayar 
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tunggakan pajak secara langsung dan menyetujui draf 

angsuran yang telah dibuat oleh BPKPD. Setelah 

menyetujui, Wajib Pajak harus menunggu Surat Keputusan 

dari Kepala Badan Penagihan untuk memulai pembayaran 

angsuran.  

Pewawancara : Apakah staf penagihan dan pendataan selalu menerima 

pembayaran pajak restoran oleh Wajib Pajak tanpa 

mencurigai benar atau tidaknya penghasilan yang didapat 

oleh restoran tersebut ? 

Narasumber  : Pihak penagihan mencurigai Wajib Pajak yang restoran 

nya ramai oleh pembeli tetapi pajak yang dibayarkan 

sedikit. Dengan demikian BPKPD mengeluarkan kebijakan 

untuk melakukan proses pemeriksaan lanjutan yaitu dengan 

silent dan pengedokan. Pemeriksaan ini tetap dilakukan 

oleh staf penagihan. 

Pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan silent 

dilakukan secara diam-diam bertingkah-laku seperti 

pembeli yang bertugas mencatat harga makanan dan 

minuman dari harga mahal hingga murah serta banyak nya 

pengunjung yang datang saat silent dilakukan. Pemeriksaan 

menggunakan silent ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi. 

Pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan pengedokan 

dilakukan dengan tetap berperilaku sebagai staf penagihan 

dan memakai baju khusus staf penagihan. Tugas staf 

penagihan saat berada di restoran hanya melihat banyak nya 

pembeli yang datang serta melihat pendapatan yang 

diperoleh oleh restoran tersebut. Pemeriksaan 

menggunakan silent ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi 

Pewawancara : Baik Ibu, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Apabila 

ada yang kurang jelas, saya akan menanyakan kembali 
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kepada ibu. Terimakasih atas waktunya. Mohon maaf 

apabila menggangu waktu ibu. 

Narasumber : Iya mbak, sama-sama. Semoga jawaban yang saya berikan 

dapat membantu mbak Diah dalam melakukan penulian 

Laporan Tugas Akhir.  
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